BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR    38  TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN LANJUTAN 

BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bagi sekolah baik negeri maupun swasta, perlu peningkatan sumber daya manusia bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang mengajar pada lembaga pendidikan formal di Kabupaten Bantul dengan memberikan bantuan pendidikan bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Lanjutan Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;




M E M U T U S K A N  :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.

4. Sekolah swasta adalah lembaga pendidikan formal yang berada di bawah yayasan yang berbadan hukum dan berkedudukan di Kabupaten Bantul.
5. Sekolah Negeri adalah Lembaga Pendidikan Formal yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah.
6. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru yang mengajar di sekolah swasta maupun Negeri dalam hal ini Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan yang mendapat gaji dari yayasan yang berbadan hokum maupun dari Sekolah.
7. Surat Keputusan Pengangkatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah surat keputusan pengangkatan sebagai guru bukan pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh yayasan atau oleh Kepala Sekolah bagi sekolah Negeri.
8. Masa Kerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah lamanya waktu bekerja guru bukan pegawai negeri sipil secara terus menerus tanpa terputus pada suatu sekolah swasta/negeri yang didasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

9. Bantuan pendidikan lanjutan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul kepada para guru bukan pegawai negeri sipil untuk melanjutkan belajar ke perguruan tinggi, untuk program S1 berstatus akreditasi A dan B, untuk program S2 dan S3 mempunyai ijin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan Nasional.
BAB II

SYARAT-SYARAT

Pasal 2

(1) Bantuan pendidikan lanjutan hanya diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari Yayasan bagi sekolah swasta maupun Kepala Sekolah bagi Sekolah Negeri.
(2) Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak atau belum terangkat menjadi pegawai negeri sipil wajib mengabdikan diri di Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun di Sekolah Swasta maupun Sekolah Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Setiap guru bukan pegawai negeri sipil dapat mengajukan bantuan pendidikan lanjutan dengan syarat sebagai berikut :

a. mengajukan surat permohonan/proposal kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

b. mempunyai masa kerja sebagai guru swasta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
c. melampirkan Surat Keterangan Izin Belajar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah bagi sekolah negeri dan ditandatangani oleh Ketua Yayasan bagi sekolah swasta;

d. melampirkan tanda bukti pendaftaran sebagai mahasiswa;

e. melampirkan Surat Keterangan masih aktif sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
f. melampirkan slip asli tanda bukti pembayaran Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP);
g. melampirkan surat pernyataan bermeterai sanggup menyelesaikan studi sampai dengan selesai; dan
h. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sponsor.

Pasal 4

Batas usia guru bukan pegawai negeri sipil yang dapat mengajukan bantuan pendidikan lanjutan untuk masing-masing program pendidikan diatur sebagai berikut :

a. program D.II, D.III dan S.1, paling tinggi 40 (empat puluh) tahun terhitung pada tanggal pengajuan permohonan;
b. program pasca sarjana (S.2) paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun terhitung pada tanggal pengajuan permohonan; dan
c. program doktor (S.3) paling tinggi 50 (lima puluh lima) tahun terhitung pada tanggal pengajuan permohonan.

BAB III

BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN LANJUTAN

Pasal 5

(1) Besaran bantuan pendidikan lanjutan untuk guru bukan pegawai negeri sipil ditetapkan sebagai berikut :

a. program D.II, D.III, D.IV dan S.1 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

b. program pasca sarjana (S.2) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

c. program doktor (S.3) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Pemberian bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari Bupati.

Pasal 6

(1) Pemberian bantuan pendidikan lanjutan hanya diberikan sekali dalam 1 (satu) program pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Bantuan pendidikan lanjutan diperuntukan bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang melanjutkan pendidikannya dengan model penyelenggaraan bukan Kelas Jauh dan Sabtu-Minggu.

                                                          Pasal 7
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 Juli 2008
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor              Tahun 2008

Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO
1

